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ABSTRAK

Repatriasi merupakan salah satu faktor penting kebijakan Pengampunan
Pajak, yaitu mengalihkan harta kekayaan Wajib Pajak Indonesia yang berada di
luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam
penulisan hukum ini adalah mengenaipelaksanaan repatriasi dalam program
Pengampunan Pajak dan alokasi dana repatriasi setelah terlaksanakannya program
Pengampunan Pajak pada sektor investasi serta menguraikan kelemahan dan
kendala selama pelaksanaan repatriasi dansolusinya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
empiris. Untuk mendekati pokok masalah penulisan, spesifikasi penulisan yang
digunakan adalah deskriptif analitis. Data diperoleh dari data primer yang
dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian
kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan repatriasi berhasil menarik
dana dari luar negeri dengan jumlah yang besar. Pelaksanaan repatriasi dilakukan
dengan sistem gateway dan dana diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi.
Kendala pelaksanaan repatriasi yaitu perubahan peraturan atau tambahan
peraturan baru mengenai kebijakan repatriasi yang membingungkan Wajib Pajak,
tidak semua aset Wajib Pajak di luar negeri sewaktu-waktu dapat langsung
dipindahkan, terdapat kebijakan dari negara lain yang mempersulit wajib pajak.
Upaya untuk mengatasi kendala tersebut vyaitu pemerintah melaksanakan
penyuluhan, sosialisasi dan himbauan kepada wajib pajak yang berada di dalam
dan luar negeri, pemerintah terus melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan
otoritas negara lain. Pemerintah meyakinkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sama sekali bukan bertujuan untuk
memfasilitasi uang-uang dari praktik kejahatan kriminal, pemerintah menyediakan
saluran khusus layanan Pengampunan pajak dan memanfaatkan layanan
elektronik seperti media sosial dan website yang berguna memberikan informasi-
informasi terbaru mengenai repatriasi.

Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Repatriasi, Instrumen Investasi
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ABSTRACK

Repatriation, one of the important factors of Tax Amnestypolicy, is
transferring the property of Indonesian Taxpayers residing in abroad into
Indonesian territory. Issues raised in this law writing is about the implementation
of repatriation in the Tax Amnestyprogram and the allocation of funding
repatriation following the implementation of Tax Amnestyprogram on investment
sector and describes the weaknesses and the obstacles during the implementation
of repatriation and its solution.

The approaching method in this research uses juridical empirical
approach. In order to approach the main of writing problem, the specification of
this writing uses descriptive analytical. Data obtained from the primary data
conducted by interview and the secondary data sourced from research literature
and also analytical method used qualitatively.

The result of the research is known that the implementation of repatriation
can attract the funding from abroad for a large amount. The implementation of
repatriation is conducted by gateway system and the funding is invested into
several investment instruments. The obstacles during the implementation of
repatriation are the change of regulations or the addition of new regulations on
repatriation policies that can confound the Taxpayer, not all the assets of
taxpayer residing in abroad can be directly transferred at any time, there are
policies from other countries that compound the taxpayer.The undertaking to
resolve these obstacles are government conducts consultation, socialization, and
suggestion to taxpayers residing in and abroad, the government conducts
coordination and cooperation with other state authorities continuously. The
Government convinces that the implementation of Law Number. 11 years 2016
Concerning Tax Amnesty is completely not to facilitate money from criminal
practices, the government provides a special line of Tax forgiveness services and
utilizes the electronic services such as social media and websites to provide the
latest information on repatriation.

Keyword: Tax Amnesty, Repatriation, Investment Instrument
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